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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BUTON TENGAH 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH 

NOMOR:25/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 

TENTANG 

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH  PARTAI POLITIK  

PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD  

KABUPATEN BUTON TENGAH 

TAHUN 2014 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan 

Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5562);                                                                               

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5898); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

Terakhir ... 

SALINAN 
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   terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 01 Tahun 2010; 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

22 Tahun 2008; 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota. 

        
Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton 

Nomor 613/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan 

Daerah Pemilihan pada Pemilihan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014; 

  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton 

Nomor 01/Kpts/KPU-BTN/TAHUN 2016 tentang 

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan 

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, dan 

Kabupaten Buton Selatan; 

  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton 

Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 

2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 

01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017; 

  4. Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 

2016 tentang Pleno Penetapan Perolehan Suara Sah Partai 

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD 

Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014. 

    MEMUTUSKAN: ... 



Menetapkan

KESATU

KEDUA

SEKRET,
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENGAH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH TA}IUN 2OT4;
Menetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum $nggota DPRD Kabupaten Buton Tengah
Tahun 2A14 sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini;
Keputusan ini mulai berl,aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Dar{o }aaacal 4 Amratrrs Ofl14,r quq c.'^65q. r /r{SquLuu 4vlv

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan dengan aslinya
PEMILIHAN UMUM

TENGAH
Hulum,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 25/ Kpts/ KPU-Kab.o26.4 1 I 168 I I\t / 20 t6
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2014

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2014

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

dengan aslinya
PEMILIHAN UMUM

N TENGAH

No. PARTAI POLITIK NOMOR
PARPOL

JUMLA}I SUARA
SAH

1 PARTAI NASDEM 1 2.964

2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2 3.901
a
J PARTAI KEADILAN SEJAHTBRA 3 2.202

4 PDI PERJUANGAN 4 2.492

5 PARTAI GOLONGAN KARYA 5 2.429

6 PARTAI GERINDRA 6 3.780

I PARTAI DEMOKRAT 7 2.9L2

8 PARTAI AMANAT NASIONAL 8 14.395

I PARTA] PERSATUAN PEMBANGUNAN 9 3.564
1n
_1"u

T)AD'"TAAT LIAATTTDAI l tr\ r aLl r -tfl,l 1 \J ru 1nl. t-, 1.12L

11 PARTAI BULAN BINTANG 11 3.146

L2
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
INDONESIA L2 t78

JUMLAH 43.084
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Hukum,

AMINUDDIN


